KPK OTT Wali Kota Cimahi

lHustrasi dari gmfinancial.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi. Kali ini operasi tangkap tangan
(OTT) KPK menjerat Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna terkait dugaan penerimaan
suap dalam perizinan rumah sakit. “Benar (ada OTT Wali Kota Cimahi),” Wakil Ketua KPK
Nurul Ghufron pada Jumat (27/11/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT bermula dari informasi akan terjadinya
penyerahan uang dari pemilik sekaligus Komisaris Rumah Sakit (RS) Kasih Bunda, Hutama
Yonathan kepada Ajay. Firli menuturkan penyerahan uang itu dilakukan oleh Cynthia Gunawan
selaku perwakilan RS Kasih Bunda kepada Yanti Rahmayanti selaku orang kepercayaan Ajay.

Uang tersebut diserahkan di sebuah rumah makan di Bandung pada Jumat, (27/11/2020)
sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya Cynthia menemui Yanti dengan membawa tas plastik yang
diduga berisi uang tunai dan menyerahkan kepada Yanti.

Tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak di beberapa tempat di Kota Cimahi,
termasuk Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Total ada sebelas orang yang ditangkap
KPK dalam OTT tersebut. Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang sejumlah Rp425 juta
dan dokumen keuangan dari pihak RS Kasih Bunda.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK pun menetapkan dua tersangka yakni Wali Kota
Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RS Kasih Bunda, Hutama Yonathan. Firli
mengatakan, dalam kasus ini Ajay diduga telah menerima suap dari Hutama senilai Rp1,661
miliar dari kesepakatan berjumlah Rp3,2 miliar.
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Atas perbuatannya, Ajay disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau
Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Hutama,
disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi.

Para tersangka saat ini ditahan 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 28 November
2020 hingga 17 Desember 2020. Ajay di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat, sementara Hutama
di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Sumber Berita:

1. https://nasional.kompas.com, OTT, KPK Tangkap Wali Kota Cimahi, Jumat, 27 November
2020;

2. https://news.detik.com, KPK OTT Wali Kota Cimahi, Jumat, 27 Novmber 2020;

3. https://www.cnbcindonesia.com/news, OTT Lagi, KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Terkait
Dugaan Suap, Jumat, 27 November 2020;

4. https://nasional.kompas.com, Kronologi OTT Wali Kota Cimahi, KPK Temukan Uang Rp425
juta, Sabtu, 28 November 2020.

Catatan:

1. Dasar Hukum

a. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana;

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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2. Pengertian

a.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 Undang Undang
No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 Undang Undang No. 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang
diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau
optik (Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Berkenaan dengan maksud dari bukti permulaan yang cukup dapat ditegaskan lagi pada
ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah :

keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;

petunjuk;

keterangan terdakwa.

® o0 o

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik,
atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
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3. Ketentuan yang disangkakan dilanggar oleh Wali Kota Cimahi pada kasus tersebut
selaku penerima suap (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

a. Pasal 11, yaitu : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan
atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

b. Pasal 12 huruf a atau huruf b, yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah):

a)

b)

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya;

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui
atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya;

c. Pasal 12B, yaitu:

1)

2)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya
kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit
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Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

4. Ketentuan yang disangkakan dilanggar oleh Komisaris RS Kasih Bunda pada kasus
tersebut selaku pemberi suap (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

a. Pasal 5 Ayat 1 Huruf b, yaitu :

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
setiap orang yang:

b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau
tidak dilakukan dalam jabatannya.

b. Pasal 13, yaitu :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Berkenaan dengan Penahanan dalam tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
kasus tersebut (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP))

a. Pasal 20 Ayat (1) mengatur bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau
penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
b. Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Penahanan dapat berupa:
a) Penahanan rumah tahanan negara;
b) Penahanan rumah;
c) Penahanan kota.
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c. Pasal 24 mengatur bahwa :

1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut
umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan
tersangka dari tahanan demi hukum.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi
umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.
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